











Persaingan usaha selalu terjadi dalam dunia usaha yang bebas dimana hal ini menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam upaya memajukan suatu perekonomian, Pada praktiknya, persekongkolan antara para pelaku usaha melalui perjanjian bersifat restrictive tersebut lebih dikenal dengan istilah kartel, kartel didefinisikan sebagai perjanjian pengaturan antara pelaku usaha dalam pasar yang sama (pelaku usaha pesaing) dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan mereka, kartel juga seringkali timbul sebagai cara yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk merespon adanya perang harga (price war) dan ketidakstabilan pasar, mempertahankan harga dan keuntungan tinggi serta eksistensi pelaku usaha di dalam pasar, Untuk alasan ini sejumlah besar yuridiksi telah mengadopsi apa yang dikenal sebagai leniency program. Leniency program memungkinkan otoritas persaingan menembus jubah kerahasiaan (secrecy cloak) kartel sebagai sebuah system pengampunan (amnesti) yang membebaskan anggota kartel yang mengadukan adanya praktik kartel kepada otoritas persaingan usaha , yang dapat berupa pembebasan dari sebagian maupun keseluruhan hukuman dan atau denda yang seharusnya diterapkan, mengingat konsep leniency belum dikenal di Indonesia dimana KPPU selaku otoritas persaingan usaha untuk mengungkapkan keberadaan kartel maka 1) Bagaimana pengaturan dan implementasi Leniency Program  dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia?, 2) Bagaimana akibat dari penerapan Leniency Program pada kasus kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?, 3) Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan kasus kartel minyak goreng dengan putusan  No. 24 /KPPU-I/2009 serta kasus kartel semen dengan putusan  No. 01/KPPU-I/2010 
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kasus kartel di Indonesia banyak putusan KPPU tentang Kartel dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dikarenakan alat bukti tidak langsung yang digunakan oleh KPPU tidak dapat digunakan pada pembuktian persaingan usaha di Indonesia, sebagai contoh kasus kartel minyak goreng dengan Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 dan Putusan Nomor 01/KPPU-I/2010 tentag kartel semen diama pada putusan kartel minyak goreng pengadilan negeri membatalkan putusan KPPU yang dianggap keliru, sedangkan dugaan kartel semen KPPU tidak dapat membuktikan terkait dugaan kartel tersebut,  dengan adanya Leniency program yang belum dikenal di Indonesia sangat diharapkan bisa memberi efek jera kepada para pelaku kartel karena leniency itu sendiri sebuah system pengampunan yang membebaskan anggota kartel yang mengadukan adanya praktik kartel kepada otoritas persaingan usaha, yang dapat berupa pembebasan dari sebagian maupun keseluruhan hukuman dan atau denda yang seharusnya diterapkan,  dengan  mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Komisi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku kartel maupun kepada KPPU sebagai lembaga otoritas persaingan usaha.
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ABSTRACT
Business competition always occurs in a free business world where this becomes a very important factor in the effort to advance an economy. In practice, the conspiracy between business actors through restrictive agreements is better known as the cartel, the cartel is defined as an agreement between the perpetrator businesses in the same market (competing business actors) with the aim of increasing their profits, the cartel also often arises as a way taken by businesses to respond to price wars and market instability, maintain high prices and profits and the existence of business actors in the market, for this reason a large number of jurisdictions have adopted what is known as a leniency program. Leniency of the program allows the competition authority to penetrate the cloak of secrecy cloak as an amnesty system that frees cartel members who complain of cartel practices to business competition authorities, which can be in the form of free and partial penalties and or fines that should be applied. considering that the leniency concept is not yet known in Indonesia where KPPU as the business competition authority to reveal the existence of cartels 1) How is the regulation and implementation of Program Leniency in the application of business competition law in Indonesia? 2) What is the result of applying the Leniency Program in cartel cases in business competition law in Indonesia? 3) How is the solution to the problem solving of the cooking oil cartel with decision No. 24 / KPPU-I / 2009 and the cement cartel case with decision No. 01 / KPPU-I / 2010
The research specifications in the preparation of this thesis were carried out in an analytical descriptive way, namely describing existing problems and then reviewing and analyzing them using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research conducted through two stages, namely literature study and field research that is only supporting, the data analysis used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data analyzed without using statistical formulas.
The results of the study show that the proof of the cartel case in Indonesia that many KPPU decisions regarding the Cartel were canceled by the District Court because the indirect evidence used by the KPPU cannot be used to prove business competition in Indonesia, for example the cooking oil cartel with Decision Number 24 / KPPU- I / 2009 and Decision Number 01 / KPPU-I / 2010 regarding the first cement cartel at the decision of the state court's cooking oil cartel overturning the KPPU's ruling which was deemed wrong, while the KPPU's cement cartel allegedly could not prove the alleged cartel, with a program lacking It is hoped that in Indonesia it is expected to give a deterrent effect to cartel actors because the leniency itself is a forgiveness system that frees cartel members who complain of cartel practices to business competition authorities, which can be in the form of free and partial penalties or penalties that should be applied , with reference to Law No. 5 of 1999 and Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition in Indonesia No. 4 of 2010 concerning the Commission can provide legal certainty for the perpetrators of cartels and KPPU as institutions of business competition authority.
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